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ABSTRACT

Based on the assessment of community group data by the Wonogiri
Regency Land Olffice, women farmers were designated as one of the empowerment
subjects in the Agrarian Reform Access Arrangement (PARA) program in
Sendangmulyo Village, which is a member of the Women Farmers Group (KWT).
Problems arise because KWT members do not all have access to training,
counseling, business strengthening, and marketing. Ideally, PARA is an economic
empowerment program that encourages the strengthening of the capacity of
agrarian refroma subjects in a fair and equitable manner. This study aims to
analyze the role of women farmers in agricultural knowledge management,
involvement in training in organic fertilizer making, and the role of women
farmers in strengthening economic independence after the implementation of the
PARA program. This research uses a qualitative approach with a case study
method  through  semi-structured interviews, field observations, and
documentation. The results of the study show that women farmers are not only
beneficiaries of the program, but also play a role in receiving, blending,
managing, disseminating, and applying agricultural knowledge. Their
involvement in organic fertilizer training can be seen through the division of
collective tasks, preparation of ingredients, fermentation practices, recording of
compositions, and the preparation of simple SOPs. In its application, organic
fertilizers have been tested on rice fields and yards, although they have not
completely replaced chemical fertilizers. The role of women farmers also
strengthens economic independence through organic fertilizer production
businesses, efficiency of agricultural production costs, group learning, and
increased confidence to appear in regular meetings of farmer groups. However,
in terms of packaging, labeling, marketing, licensing, capital, and fertilizer raw

materials are still limitations that need to be strengthened.

Keywords: Agrarian Reform Access Arrangement, Farmer Women, Economic

Empowerment, Organic Fertilizers, Economic Independence
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang struktur
perekonomiannya masih ditopang oleh sektor pertanian. Data Badan Pusat
Statistik menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia periode 2021-
2025 terus meningkat, dari 37,13 juta orang pada tahun 2021 menjadi
41,24 juta orang pada tahun 2025. Pada periode yang sama, total angkatan
kerja nasional meningkat dari 131,05 juta orang menjadi 146,54 juta
orang.

Jumlah Petani dan Total Angkatan Kerja di
Indonesia pada Periode Tahun 2021-2025
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Gambar 1. Jumlah Petani dan total Angkatan Kerja di Indonesia
Sumber: Data BPS, 2021-2025

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki
peran penting dalam menyerap tenaga kerja sekaligus tumpuan untuk
memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan
oleh masyarakat. Sejalan dengan keadaan tersebut, arah pembangunan
nasional menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif.

Menurut Bappenas, pembangunan ekonomi inklusif merupakan
proses pembangunan ekonomi dengan memberi akses dan kesempatan
secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Adanya pembangunan ini
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
mengurangi adanya ketimpangan antarkelompok maupun wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun



2025-2029 dalam Prioritas Nasional 4 menjelaskan bahwa untuk
mendorong transformasi pembangunan, langkah awal yang harus
dilakukan berupa pemenuhan dasar dan pembentukan modal manusia.
Pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh berdasar pada
kesetaraan gender bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi
setiap individu untuk mengembangkan kemampuan, bergerak maju, serta
memperoleh kesejahteraan hidup baik secara lahir maupun batin. Artinya,
seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan,
penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, perlu dilibatkan secara
aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, mereka juga harus
memperoleh manfaat yang adil dan setara dari hasil pertumbuhan
ekonomi.

Namun dalam praktiknya, pembangunan yang inklusif di sektor
pertanian masih menghadapi persoalan ketimpangan gender. Data Badan
Pusat Statistik tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa jumlah petani
perempuan meningkat dari 12,90 juta orang menjadi 14,78 juta orang,
sedangkan jumlah petani laki-laki meningkat dari 24,23 juta orang menjadi

26,46 juta orang.

Jumlah Petani di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021-2025
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Gambar 2. Jumlah Petani di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin Tahun
2021-2025
Sumber: Data BPS, 2021-2025
Meskipun kontribusi perempuan di sektor pertanian terus

meningkat, jumlahnya masih berada di bawah laki-laki. Keadaan tersebut



menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam kegiatan
pertanian, meskipun masih terdapat kesenjangan jumlah berdasarkan jenis
kelamin.

Ketimpangan tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan
dengan konteks agraria. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Komnas HAM RI, 2021) menguraikan bahwa permasalahan
utama mengenai hak perempuan dalam agraria salah satunya dipengaruhi
oleh budaya patriarki yang masih melekat dalam berbagai aspek
kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kebijakan yang
menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dan satu-satunya kepala
keluarga. Hal tersebut menjadikan perempuan berada pada kondisi rentan
dalam memperoleh hak dan kepemilikan aset agraria. Ketimpangan ini
tidak hanya berkaitan dengan legalitas, melainkan turut mempengaruhi
partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Dalam kondisi tersebut, untuk memperbesar peluang partisipasi
dan posisi tawar perempuan dalam pembangunan pedesaan maka,
pendekatan dasar dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat agar menjadi lebik baik, mandiri, dan sejahtera yang
dijabarkan dalam bentuk konsep ataupun gagasan. Konsep atau gagasan
tersebut kemudian menggambarkan suatu kekuatan yang mampu untuk
merubah keadaan yang ada dalam diri kita (inner space), orang-orang lain,
serta masyarakat pada umumnya (Mikkelsen Britha, 2011) dalam
Afriansyah (2023).

Pernyataan serupa diperkuat oleh Robert Chambers (1995) dalam
Afriansyah (2023) yang menjelaskan bahwa, pemberdayaan dimaknai
sebagai pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power),
akibatnya kesadaran politis dan kekuasaan kelompok rentan akan
meningkat sehingga memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan
hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat

harusnya menempatkan kelompok rentan seperti perempuan sebagai
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subjek pembangunan yang memiliki kesetaraan akses, kapasitas, dan
kemampuan mengambil keputusan dalam proses pembangunan desa.

Arah tersebut sejalan dengan kebijakan Reforma Agraria.
Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan
sosial melalui Visi Indonesia Emas 2045 yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Melalui Asta
Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tertuang pada
nomor 2 dan 6, pemerintah bercita-cita mewujudkan Indonesia yang maju
dan makmur menuju kemandirian suatu bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,
serta pentingnya membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan
didukung dengan program reforma agraria yang diamanatkan melalui
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, pelaksanaan Reforma
Agraria diatur dalam Peraturan Preseiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Program reforma agraria memiliki dua fokus utama yaitu melalui penataan
aset merupakan penataan kembali melalui kegiatan redistribusi tanah
untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah.
Sedangkan penataan akses merupakan program pemberdayaan ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan subjek reforma agraria.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2023, subjek reforma agraria tidak hanya terbatas pada pemilik
lahan, tetapi mencakup orang perseorangan, kelompok masyarakat,
masyarakat hukum adat, dan badan hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam
Pasal 19 ayat (3) yang memasukkan berbagai kelompok pekerjaan di
sektor agraria, seperti petani penggarap dan buruh tani, sebagai subjek
reforma agraria. Dengan demikian, perempuan yang terlibat aktif dalam

kegiatan pertanian, baik sebagai petani penggarap, buruh tani, anggota
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rumah tangga tani yang berperan dalam produksi, maupun bagian dari
kelompok usaha tani, memiliki dasar hukum untuk diakui sebagai subjek
reforma agraria. Pengakuan tersebut sekaligus menegaskan hak perempuan
untuk memperoleh akses pemberdayaan, khususnya pemberdayaan
ekonomi, dalam kerangka Penataan Akses Reforma Agraria.

Dalam implementasinya, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri
telah melaksanakan kegiatan Penataan Akses yang berlokasi di Desa
Sendangmuyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Laporan
Akhir Akses Reforma Agraria Tahun Pertama Tahun Anggaran 2022
menerangkan bahwa pemanfaatan lahan di Desa Sendangmulyo
didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Berdasarkan data daftar
isian potensi desa dan kelurahan, luas wilayah Desa Sendangmulyo adalah
5.130,99 ha, yang terdiri dari 4.530 ha tanah sawah, 481 ha tanah kering,
dan 119,99 ha fasilitas umum. Keadaan topografi berbukit serta
didominasi oleh kawasan pertanian menjadikan wilayah ini ideal untuk
kegiatan budiaya tanaman pangan, khususnya padi, jagung, dan sayuran.
Tahun 2019, Desa Sendangmulyo memperoleh penghargaan dari Dinas
Pertanian Kabupaten Wonogiri dalam program Optimalisasi Pemanfaatan
Pekarangan (OPP) yang menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam
memanfaatkan ruang terbatas menjadi area produktif bernilai ekonomi.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketahanan
pangan keluarga, tetapi juga berperan dalam memperindah lingkungan dan
memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian
pangan lokal. Berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki Desa
Sendangmulyo baik dari aspek luas wilayah, dominasi penggunaan tanah
pertanian, kondisi topografi yang mendukung budidaya tanaman pangan,
serta keberhasilan masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif
Desa Sendangmulyo dinilai memiliki prasyarat yang memadai untuk
menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria.
Potensi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara sumber daya
lahan, kapasitas masyarakat, dan peluang pengembangan ekonomi berbasis

pertanian, sehingga pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa
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Sendangmulyo relevan dan strategis dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Sendangmulyo
menggunakan skema akses mengikuti aset, karena untuk aset sudah ditata
melalui kegiatan Sertipikat Mandiri atau Perorangan, Prona 2016, Prona
2017, PTSL 2019, dan program Lintas Sektor (Lintor) Tahun 2021.
Penataan Akses dilaksanakan dalam tiga tahun anggaran yaitu rentang
tahun 2022 sampai dengan 2024. Fase pertama tahun 2022 dimulai melalui
pemetaan sosial. Selanjutnya, fase kedua tahun 2023 program ini
mencakup fase pelatihan pembuatan pupuk organik cair dan pakan
fermentasi bagi petani. Analisa data berdasarkan Focus Group Discussion
(FGD) Penyusunan Model Pemberdayaan menyimpulkan bahwa kegiatan
pelatihan pembuatan pupuk organik cair dilatarbelakangi karena
ketergantungan petani di Desa Sendangmulyo terhadap ketersediaan pupuk
(kimia). Berdasarkan hasil assesmen data kelompok masyarakat oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, didapat 135 Subjek Penataan
Akses Reforma Agraria (PARA) Tahun 2023 dengan presentase 66,6%
atau 90 KK terdapat Kelompok Tani, 28,2% atau 38 KK tergabung dalam
Kelompok Wanita Tani (KWT), 3,7% atau 5 KK tergabung dalam
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan 1,5% atau 2 KK tergabung
dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada tahun 2024 atau fase
ketiga, kegiatan fokus pada fasilitasi usaha dan akses pemasaran, dimana
subjek yang memiliki potensi hanya sebanyak 30 KK dari 135 KK.
Sebanyak 13,3% atau 18 KK tergabung dalam Kelompok Tani, sedangkan
8,8% atau 12 KK tergabung dalam Kelompok Wanita Tani. Data tersebut
menunjukkan bahwa keterlibatan wanita tani memang ada, tetapi belum
seluruh anggotanya memperoleh akses yang setara terhadap pelatihan,
penyuluhan, penguatan usaha, dan pemasaran hasil program.

Berdasarkan kondisi tersebut, terjadi kesenjangan yang cukup jelas
antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Secara ideal, Penataan Akses
Reforma Agraria sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi seharusnya

mendorong penguatan kapasitas subjek reforma agraria secara lebih
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merata dan berkelanjutan. Temuan dilapangan menunjukkan kegiatan
penguatan, pendampingan, pengembangan, serta fasilitasi akses pemasaran
belum sepenuhnya diterima oleh petani perempuan khususnya yang
tergabung dalam KWT. Kesenjangan inilah yang menegaskan bahwa
masalah penelitian tidak hanya terletak pada ada atau tidak adanya
program, melainkan pada bagaimana program tersebut berlanjut sesuai
dengan tujuan penataan akses reforma agraria dalam upaya meningkatkan
kemandrian masyarakat.

Nuryulihana & Wartapa (2021) memandang bahwa untuk
mencapai kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, KWT perlu
meningkatkan kemampuan kelompoknya dalam hal fungsi kelas belajar,
serta kolaborasi antar tiap anggotanya. Pernyataan tersebut sejalan dengan
Tan & Mailena (2021) yang menerangkan bahwa, kebutuhan akan
sumberdaya manusia yang mumpuni, juga perlu untuk mendukung
pengembangan kapasitas kelembagaan lokal yang kuat dalam upaya
peralihan model kelompok tani tradisional menjadi komunitas yang lebih
terstruktur. Menurut Nurhadianto dkk. (2022), penguatan kelembagaan
perlu dimiliki oleh Kelompok Wanita Tani, dalam terciptanya Standar
Operasional Prosedur (SOP) untuk menjalankan kegiatan keorganisasian
anggota KWT berdasar aturan yang ada. Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan pada Kelompok Wanita Tani
(KWT) merupakan aspek penting dalam mewujudkan KWT yang mandiri,
terstruktur, dan berdaya saing tinggi. Upaya tersebut menuntut
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam fungsi
kelompok sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, serta pengembangan
tata kelola kelembagaan.

Literatur terdahulu yang relevan adalah studi Rani dkk. (2020)
tentang pemberdayaan KWT melalui limbah sisa sayuran sebagai pupuk
organik cair pada budidaya pakcoy di Kecamatan Semarang. Penelitian
tersebut menunjukkan bahwa KWT dapat menjadi wadah yang memberi
akses dan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan melalui kegiatan pelatihan dan penyebarluasan
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pengetahuan pembuatan pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah
sendiri. Selain meningkatkan partisipasi aktif anggota KWT, juga
memunculkan strategi untuk memperkuat dukungan pihak luar. Upaya ini
dilakukan dengan mempermudah akses informasi serta mengoptimalkan
kegiatan penyuluhan dan demonstrasi cara mengenai pemanfaatan limbah
sisa sayuran sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik cair.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kelembagaan
perempuan tani memiliki fungsi penting sebagai ruang belajar dan
pemberdayaan. Akan tetapi, berbagai penelitian terdahulu masih berfokus
pada pemberdayaan perempuan melalui KWT secara umum dan belum
secara khusus mengkaji peran wanta tani dalam pengetahuan pertanian,
keterlibatan proses alih pengetahuan, serta bagaimana peranan wanita tani
dalam memperkuat kemandirian ekonomi untuk dirinya sendiri maupun
kelompok. Maka dari itu, celah penelitian ini tidak hanya terletk pada
perbedaan lokasi penelitian, tetapi juga pada fokus kajian mengenai
hubungan antara penataan akses, alih pengetahuan pertanian, dan
kemandirian ekonomi wanita tani.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah
peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan pertanian pasca
Penataan Akses Reforma Agraria, bagaimana keterlibatan mereka dalam
program pelatthan pupuk organik, serta peran wanita tani dalam
memperkuat kemandirian ekonomi melalui alih pengetahuan pertanian.
Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian di bidang
pertanahan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, tetapi juga
memberikan masukan praktis bagi Kementerian ATR/BPN, pemerintah
desa, dan kelembagaan lokal agar pelaksanaan Penataan Akses Reforma
Agraria semakin berpihak pada penguatan kapasitas perempuan tani secara

nyata dan berkelanjutan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditetapkan rumusan

masalah, sebagai berikut:

1.

Bagaimana peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan

pertanian pasca Penataan Akses Reforma Agraria?

Bagaimana keterlibatan wanita tani dalam program pelatihan pupuk

organik pasca Penataan Akses Reforma Agraria?

Bagaimana peran wanita tani dalam memperkuat kemandirian

ekonomi melalui alih pengetahuan pertanian pasca Penataan Akses

Reforma Agraria?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Penelitian ini bertujuan untuk:

a)

b)

c)

Mengetahui peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan
pertanian pasca Penataan Akses Reforma Agraria.

Mengetahui keterlibatan wanita tani dalam program pelatihan
pupuk organik pasca Penataan Akses Reforma Agraria.

Mengetahui peran wanita tani dalam memperkuat kemandirian
ekonomi melalui alih pengetahuan pertanian pasca Penataan Akses

Reforma Agraria.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a)

b)

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan di bidang pertanahan, khususnya terkait implementasi
penataan akses Reforma Agraria dalam kerangka pemberdayaan
masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
pemahaman mengenai peran wanita tani sebagai subjek sekaligus
bagian dari proses pemberdayaan masyarakat pasca Penataan
Akses Reforma Agraria.
Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

dalam memperkuat pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria
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agar lebih memperhatikan akses terhadap kelompok rentan. Bagi
pemerintah Desa Sendangmulyo, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan pendukung dalam merancang dan melaksanakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kelembagaan
lokal. Bagi subjek penerima manfaat, penelitian ini diharapkan
menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi,
pengelolaan pengetahuan pertanian, serta penguatan kemandirian

ekonomi kelompok.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1.

Peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan pertanian di Desa
Sendangmulyo terlihat melalui proses menerima, membaurkan,
mengelola, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan pertanian
pada tingkat kelompok, khususnya Kelompok Wanita Tani. Melalui
peran tersebut, program Penataan Akses Reforma Agraria tidak hanya
berhenti pada subjek penerima manfaat, melainkan mampu membuka
ruang yang lebih luas bagi kelompok rentan, khususnya petani
perempuan di Desa Sendangmulyo untuk memperoleh akses terhadap
pengetahuan dan pelatihan yang belum pernah didapatkan.
Keterlibatan wanita tani dalam program pelatithan pupuk organik
pasca Penataan Akses Reforma Agraria ditunjukkan melalui empat
aspek, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanan kegiatan, perolehan
keuntungan, dan evaluasi. Keterlibatan tersebut tidak hanya dimaknai
sebagai proses beralihnya pengetahuan pertanian, melainkan
pengetahuan tersebut juga dapat diterapkan secara bersama-sama
dengan anggota KWT. Dengan demikian, keterlibatan wanita tani
dalam pelatithan pupuk organik tidak hanya memperluas akses
terhadap pengetahuan pertanian, tetapi juga mampu memperkuat
kapasitas anggota KWT dalam menerapkan pengetahuan yang
diperoleh melalui pengalaman praktik, sekaligus mendorong
keterlibatan anggota KWT dalam kegiatan usaha tani.

Peran wanita tani dalam memperkuat kemandirian ekonomi pasca
Penataan Akses Reforma Agraria diwujudkan melalui kedudukannya
sebagai pelaku usaha tani, penguat kepercayaan diri kelompok,
penguat keberlanjutan usaha tani, dan penentu dalam pengambilan
keputusan usaha tani. Peran wanita tani sebagai pelaku usaha tani,

terlihat melalui kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan
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pengetahuan pertanian menjadi usaha tani, baik secara individu
maupun kelompok. Selain itu, wanita tani juga berperan dalam
memperkuat kepercayaan diri kelompok melalui keberaniannya untuk
berbagi pengalaman dengan kelompok tani lainnya. Dalam
mendukung keberlanjutan aktvitas ekonomi, upaya menjaga agar
usaha tani tetap berjalan dilakukan melalui pertemuan rutin dan
kegiatan produksi pupuk secara bersama-sama, termasuk dalam
pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan kelompok, yaitu
menghasilkan produk pertanian yang sehat. Peranan penting lainnya
terlihat dari keberanian wanita tani dalam mengambil risiko. Wanita
tani berperan sebagai penentu pengambilan keputusan tani dengan
melakukan serangkaian uji coba pengurangan pupuk kimia secara
bertahap. Penguatan kemandirian ekonomi ini tidak hanya bersumber
dari peran strategis wanita tani dalam kelompok, melainkan juga
terbentuk melalui keseluruhan proses alih pengetahuan pertanian yang
selanjutnya mampu diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Meskipun demikian, penguatan kemandirian ekonomi tersebut masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pemasaran dan
pengembangan usaha. Kondisi ini yang menyebabkan pemasaran

pupuk organik masih terbatas pada lingkup Desa Sendangmulyo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapan saran yang

diajukan sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian ini, antara lain

sebagai berikut:

1.

Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria perlu diarahkan agar
lebih  memperhatikan pemerataan akses terhadap pelatihan,
pendampingan, dan pengembangan usaha subjek penerima manfaat,
khususnya dengan mempertimbangkan keterlibatan serta manfaat

program bagi kelompok rentan agar lebih merata dan adil.
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2. Untuk Pemerintah Desa Sendangmulyo
Diperlukan dukungan berupa pemberian infrastruktur, akses
permodalan,  perizinan, dan  jaringan  pemasaran  untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi kelompok. Pemerintah desa perlu
menempatkan pemberdayaan wanita tani sebagai bagian dari agenda
pembangunan desa yang selaras dengan prinsip pembangunan
ekonomi yang inklusif.

3. Untuk Kelompok Wanita Tani
Kelompok Wanita Tani perlu mempertahankan keberlanjutan kegiatan
kelompok, mendorong pengembangan hasil pelatihan ke arah usaha
yang lebih terstruktur, serta diperlukan kerja sama dengan berbagai
pihak agar usaha tani yang dilakukan mampu lebih berkembang.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang
lingkup pembahasan maupun pendekatan analisis yang digunakan.
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi
wanita tani dalam mengatasi ketimpangan akses program
pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan

kemandirian ekonomi kelompok rentan pedesaan.
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